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Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan 
pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak 
pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan me 
nggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang 
dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya 
bohong. Biro perjalanan (travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat 
komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, 
sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama 
berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan 
yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa 
untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri.  

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan 
untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. dan pendekatan 
yuridis empiris, yaitu penelitian kelapangan dengan melakukan 
wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. 
Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah penelitian 
keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). 
Analisis data yang digunakan adalah  data kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana penipuan, pengaturan dan 
penerapan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP 
barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain 
dengan melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat 
palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 
menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, 
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,diancam 
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 
Pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana penipuan menurut 
hukum dan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim 
sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang – Undang No. 48 
Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 

Kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan 
pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana Hakim 
telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan Yuridis, fakta-fakta 
persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan 
Hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan 
masih sangat ringan.  
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